
Membaca

Menimbang

WALIKOTA SURAKARTA
PERATURAN WALIKOTASURAKARTA

NOMOR Iii> TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURAKARTATAHUN 2013

WALIKOTASURAKARTA,

Surat Gubernur Jawa Tengab Nomor 050 I 23318
perihal Arah Kebijakan Pembangunan Tabun 2013
dan Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2012.

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan di Kota Surakarta agar dapat
dilakukan seeara lebih berdayaguna dan
berhasilguna serta berkelanjutan sesuai dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota
Surakarta Tahun 2010-2015, perlu adanya
dokumen perencanaan tahunan yang berupa
Rencana KerjaPemerintah Daerah;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah
memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang
merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk
memberikan kepastian kebijakan dalam
melaksanakan pembangunan daerah yang
berkesinambungan;

e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
Reneana Kerja Pemerintab Daerah (RKPD)
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang

Rencana...
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Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Surakarta Tahun 2013;

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor
12 Tahun 2008 ten tang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lemharan Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan ...
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

11. Peraturan Pemerintah Nemor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
ten tang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006
ten tang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran

Negara...
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Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Namar
96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664);

14. Peraturan Pemerintah Nomar 3 Tahun 2007
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomar 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar
4693);

15. Peraturan Pemerintah Nomar 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Namar 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomar 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomar 474 I);

17. Peraturan Pemerintah Nomar 6 Tahun 2008
ten tang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Namar 4817);

18. Peraturan Pemerintah Nomar 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Namar 4817);

19. Peraturan ...
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19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 ten tang
Pengesahan, Pengundangan, Dan
Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

20. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasianal Tahun 2010-2014;

21. Peraturan Presiden Namar 15 Tahun 2010
ten tang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

22. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011
ten tang Rencana Kerja Pemerintah (RKP)Tahun
2012;

23. Instruksi Presiden Namar 1 Tahun 2010 tentang
Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan
Nasional Tahun 2010;

24.1nstruksi Presiden Namar 3 Tahun 2010 tentang
Program Pembangunan Yang Berkeadilan;

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8
Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 seri E Nomor
1);

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
4 Tahun 2009 ten tang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Pravinsi
Jawa Tengah Tahun 2009 Namar 4);

27. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10
Tahun 2001 ten tang Visi Dan Misi Kata
Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta
Tahun 2001 Nomar 24 Seri D Nomor 20);

28. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4
Tahun 2008 ten tang Penyelenggaraan Drusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota
Surakarta Tahun 2008 Namar 4);

29. Peraturan...



Memperhatikan

6

29. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6
Tahun 2008 ten tang Organisasi Dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran
Daerah Kota Surakarta Tabun 2008 Nomor 6)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011
ten tang Perubaban Atas Peraturan Daerah Kota
Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota
Surakarta Tabun 2011 Nomor 14);

30. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surakarta
Tahun 2010 Nomor 2);

31. Peraturan Daerab Kota Surakarta Nomor 7
Tahun 2010 ten tang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Surakarta Tahun 2010 Nomor 71;

32. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12
Tabun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tabun
2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Surakarta
Tabun 2010 Nomor 12);

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pe1aksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tabun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana beberapa
kali telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tabun 2006

Tentang ...
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Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

3. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri,
Menteri Perencanaan Pembangunan
NasionaljKepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Dan Menteri
Keuangan Namar 28 tahun 2010, Namar:
0199/M PPN/04/201O, Namar: PMK 95/PMK
07/2010 tentang Penyelarasan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasianal (RPJMNI 2010-
2014;

4. Peraturan Menteri Kesehatan RI
741/MENKES/PER/VII/2008
Standar Pelayanan Minimal
Kesehatan Di Kabupaten/Kata;

Nomar
tentang
Bidang

5. Peraturan Menteri Sasial Namar 129 / HUK /
2008 ten tang Standar Pelayanan Minimal
(SPM) Bidang Sasial Daerah Provinsi Dan
Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Namar 19 Tahun 2008 ten tang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup
Daerah Provinsi Dan Daerah
Kabupaten/Kata;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 62
Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
Di Kabupaten/Kata;

8. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat
Namar 22/PERMEN/M/2008 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang
Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan
Daerah Kabupaten/Kata;

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor
01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan

Minimal. ..
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Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi
Perempuan Dan Anak Karban Kekerasan;

10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga
Berencana Nasional Nomor 55/HK-
010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Keluarga Berencana Dan
Keluarga Sejahtera Di Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Menteri
Nomor 15 Tahun
Pelayanan Minimal
Kabupaten/ Kota;

Pendidikan Nasional
2010 tentang Standar
Pendidikan Dasar Di

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
14 /PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang;

13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Ketenagakerjaan;

14. Peraturan Menteri Komunikasi Dan
Informatika Nomor
22/PER/M.KOM1NFO/12/2010 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang
Komunikasi Dan Informatika Di
Kabupaten/Kota;

15. Peraturan
Pariwlsata

Menteri Kebudayaan Dan
Nomor

PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;

16.Peraturan Menteri Pertanian
65/Permentan/OT.140/12/2010
Standar Pelayanan Minimal
Ketahanan Pangan Provinsi
Kabupaten/Kota;

Nomor
tentang
Bidang

Dan

17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.
81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Perhubungan;

18. Peraturan ...
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2013;

19. Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 33
Tahun 2012 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2012 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA
SURAKARTATAHUN2013.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun
2013 merupakan penjabaran tahun ke 3 (tiga) dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta
Tahun 2010 - 2015.

Pasal2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun
2013 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Surakarta dalam
menetapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja
SKPD)Tahun 2013.

Pasal3

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Surakarta Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dari:
a. Bab I
b. Bab II

Kota
terdiri

c. Bab III

Pendahuluan
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Surakarta
Tahun 2011 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan
Kebijakan Keuangan Daerah
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Surakartad. Bab IV

e. BabV ...
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e. Bab V
f. Bab VI

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
Penutup

Pasal4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun
2013 beserta Lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.

Pasal5

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun
2013 merupakan pedoman dan rujukan utama untuk penyusunan
Kebijakan Umum Anggaran (KUAjdan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) yang akan menjadi landasan untuk penyusunan
APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2013.

Pasal6

Peraturan Walikota Surakarta ini mulai berlaku pacta tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengunctangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 27 A.susWs %012-

~_W-..ALIKOTASURAKARTA,-:11
v

Diundangkan di Surakarta
Pada tanggal 2~A.9lJsl;u5 .:loU.

s/c'f\ERAH KOTASURAKARTA

o

BERITA DA H KOTASURAKARTATAHUN2012 NOMOR -t~

BUD! SUHARTO


